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ABSTRAK 
Andi Nita Kurniawati Ramadhani (B11111265). “Peran Ikatan 
Dokter Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Kota Makassar” 
dibawah bimbingan Andi Sofyan dan Amir Ilyas. 
Tujuan Penelitian untuk mengetahui peran organisasi Ikatan Dokter 
Indonesia dalam penyelesaian sengketa medik yang terjadi antara pasien 
dengan dokter/rumah sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian 
dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian diperoleh 
melalui kepustakaan dan penelitian lapangan yang digolongkan dalam dua 
jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang 
diambil secara langsung dari Kantor Ikatan Dokter Indonesia, selain itu 
wawancara langsung dengan dokter yang menangani sengketa medik 
tersebut. Sedangkan data sekunder juga diperoleh oleh penulis dengan 
mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel, dan 
sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji 
dengan menggunakan teknik kuantitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam penyelesaian 
sengketa medik yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia sangat 
membantu dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pasien 
dengan dokter/rumah sakit. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter dan/atau rumah sakit 
kepada pasien tidak sebatas penerapan teknologi kedokteran saja 
namun juga harus dibarengi penerapan nilai–nilai sosial, budaya, etik, 
hukum maupun agama. Hal ini sudah dimaknai jauh sebelumnya oleh 
para tokoh dibidang kedokteran dengan disusunnya Etika Profesi 
Kedokteran dalam bentuk Code Hammurabi dan Code Of Hittiles 
tetapi yang paling terkenal adalah sumpah Hippocrates yang berisikan 
kewajiban–kewajiban dokter dalam berperilaku dan bersikap atau 
semacam Code Of Conduct bagi dokter. 
Dari prinsip atau hubungan pasien–dokter (tenaga kesehatan 
lainnya)–rumah sakit , dikenal dengan apa yang dinamakan hubungan 
terapeutik atau transaksi terapeutik1, di mana terjadi suatu ikatan 
kontrak (meskipun tidak tertulis) antara pasien dan dokter dalam hal 
pengobatan dan perawatan penyakitnya serta antara pasien dengan 
rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan dengan menyediakan 
sarana dan prasarana yang terstandar. 
Dalam hubungan tersebut, walaupun pasien dari pihak yang awam 
tentang masalah kesehatan, tetapi hendaknya pihak dokter dan rumah 
                                                 
1
 Nasution, Bahder Johan, 2005,  Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, 
Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 11. 
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sakit memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan kesehatan 
sesuai standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional 
prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta. Karena 
prinsipnya dari transaksi terapeutik itu, pihak health provider dan pihak 
health receiver yang sama-sama merupakan subjek hukum yang 
mempunyai hak dan kewajiban2, sesuai dengan asas hukum equality 
before the law. 
Menjadi sangat penting melakukan Komunikasi dengan baik dari 
pihak dokter atau rumah sakit tentang masalah kesehatan pasien 
secara lengkap dan detail sehingga pasien mengerti tentang kondisi 
kesehatan dan hak-haknya sebagai seorang pasien yang juga 
dilindungi oleh hukum. Hal lain yang menguntungkan dengan 
dilakukannya komunikasi yang baik adalah pasien mengetahui bahwa 
sampai di mana tingkat kesehatannya atau keparahan penyakitnya 
serta kemampuan dokter untuk membantu masalahnya sesuai dengan 
kondisi yang ada pada saat itu. 
Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, hubungan dokter 
dan/atau rumah sakit dengan pasien menghadapi tantangan karena 
beberapa kasus pengaduan atau tuntutan atau tuduhan kepada dokter 
dan/atau rumah sakit telah melakukan kesehatan dalam pelayanan 
kesehatan atau yang dikenal dengan malpraktik, kerap dimuat dalam 
media massa. Malpraktik sendiri terjadi bukan hanya pada pasien 
                                                 
2
 Sampara, Said dkk., 2009, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media, 
hlm. 151. 
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dengan dokter tetapi terkadang pihak pasien dengan pihak rumah 
sakit, hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat 
sebagai health receiver kini telah menuntut pelaksanaan hak–hak 
yang mereka miliki tersebut, Kini mereka telah berani menilai bahkan 
mengkritik mutu pelayanan kesehatan yang mereka terima . 
Masyarakat yang menjadi health receiver sekarang cenderung 
lebih selektif ketika memilih dokter maupun ketika dokter melakukan 
tindakan medis tertentu. Jika seorang dokter atau rumah sakit  (health 
provider) melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur maka 
masyarakat sekarang dapat menuntut melalui lembaga – lembaga 
sengketa medis. 
Fenomena perilaku pasien tersebut tidak bisa dipisahkan dari 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam 
bidang informasi dan komunikasi yang semakin canggih, telah 
memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang sistem pelayanan kesehatan dibeberapa negara 
termasuk di dalamnya perkembangan hak–hak pasien serta 
penentuan hak – hak tersebut. 
Pada beberapa kondisi di mana pasien merasa dirinya kurang 
mendapatkan pelayanan medik yang memuaskan, ataupun ketika 
terjadi kesalahan pelayanan medik (Medical Malpraktik), pasien 
cenderung mengajukan tuntutan atau mengadukan ke lembaga yang 
bisa menyelesaikan masalahnya. Ketidakharmonisan hubungan 
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antara dokter dan/atau rumah sakit dengan pasien dapat menimbulkan 
sengketa medik yaitu pertentangan antara dokter dan/atau rumah sakit 
disatu pihak dan pasien / keluarganya dipihak lain. Sengketa medik 
dapat disebabkan karena masalah pelanggaran etika, pelanggaran 
hak orang lain dalam bentuk hubungan perdata maupun hukum 
pidana.  
Ada kemungkinan banyak kasus sengketa medik yang 
diselesaikan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa medik tidaklah 
mudah karena untuk membuktikan telah terjadinya kesalahan dalam 
pengobatan memerlukan pemeriksaan yang tepat karena tidak semua 
pengobatan akan selalu berhasil, bahkan ada yang beResiko pasien 
meninggal. Suatu resiko atau peristiwa buruk yang tidak dapat 
diduga/diperhitungkan sebelumnya (Unfareselable, Compredictable) 
yang terjadi saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standart. Tidak 
dapat dipertanggung jawabkan kepada orang/pemberi pelayanan 
medis.  
Peluang terbuka lainnya kemungkinan bakal terjadinya sengketa 
medik adalah pihak dokter atau rumah sakit kurang memahami 
tentang aturan hukum kesehatan yang merupakan integral dari sistem 
hukum nasional, yang menerapkan standar benar atau salah 
berdasarkan aturan yang ada, sementara paradigma yang ada pada 
seorang dokter adalah mengurangi penderitaan pasien atau 
mencegah kecacatan atau kematian hanya dengan berlandaskan niat 
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baik sehingga masih banyak para dokter hanya berbicara pada 
tatanan moral, yaitu mengedepankan fungsi luhur profesi untuk 
berbuat baik kepada sesama, walaupun secara hukum banyak yang 
tidak dibenarkan atau dilarang. Oleh karena itu di dalam 
penyelesaiannya perlu memperhatikan masalah substansinya melalui 
penilaian disiplin profesi sehingga peran organisasi sangat penting 
untuk membantu menyelesaikan masalah sengketa medik. Organisasi 
profesi bagi dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).  
Masalah sengketa medik perlu mendapat perhatian dan 
penyelesaiaan yang baik karena semakin banyak terjadi sengketa 
medik akan membuat pelayanan kesehatan akan menjadi lebih rumit, 
semakin mahal dan kepercayaan masyarakat pada pelayanan 
kesehatan akan menurun. Dampak lainnya adalah semua pihak akan 
menjaga jarak dan hal ini akan membuat hubungan dokter dan/atau 
rumah sakit dengan pasien menjadi tidak harmonis. Hal tersebut akan 
berujung kepada penurunan mutu pelayanan kesehatan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa medik di Kota 
Makassar ? 
2. Bagaimanakah peran Organisasi Ikatan Dokter Indonesia di 
dalam penyelesaian sengketa medik di Kota Makassar ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa medik di 
Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui peran Organisasi Ikatan Dokter Indonesia 
di dalam penyelesaian sengketa medik di Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan masukkan kepada semua tenaga kesehatan, 
dinas kesehatan dan mahasiswa Fakultas Hukum di dalam 
menyikapi masalah sengketa medik.  
2. Memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai 
penyelesaian sengketa medik melalui Ikatan Dokter Indonesia.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Pasien dan Dokter 
A.1. Pasien 
Menurut Pasal 1 (ayat 10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang praktik kedokteran menyebutkan pasien adalah setiap orang 
yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun 
tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 
A.2. Dokter 
Menurut Pasal 1 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang praktik kedokteran menyebutkan Dokter dan dokter gigi 
adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis 
lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam 
maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia 
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 
B. Malpraktik 
Dalam transaksi terapeutik yang telah dibahas sebelumnya, 
dinyatakan bahwa hubungan dokter-pasien terjadi karena ada objek 
yang diperjanjikan (sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu 
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan 
sesuatu yang tidak terpenuhi. pada saat prestasi yang dijanjikan tidak 
memenuhi salah satu hak (biasanya hak pasien) terlanggar, maka 
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terjadilah dengan apa yang disebut ingkar janji atau wanprestasi yang 
dikalangan medik disebut malpraktik medik. Istilah malpraktik selalu 
diidentikkan terhadap profesi medis padahal malpraktik ini 
diperuntukkan pada suatu profesi yang melakukan kesalahan (wrong 
doing) dalam menjalankan profesinya. Definisi malpraktik tidak 
ditemukan dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia seperti 
UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit ataupun UU 
Perlindungan Konsumen sehingga definisi malpraktik dapat diambil 
berdasarkan pakar hukum3 seperti yang terlihatdari beberapa defini 
tentang malpraktik dibawah ini: 
a. Coughlin’s Dictionary of Law 
Malpractice is professional misconduct on the part of professional 
person, such a physician engineer, lawyer, accountant, dentist, 
veterinarian. Malpractice maybe a result of ignore, neglect, or lack 
of skill or fidelity in the professional duties; intentional wrong doing; 
or unethical practice4. 
 
b. Stedman’s Medical Dictionary 
Malpractice is mistreadment of disease or injury through ignorance 
of criminal intent5 
 
c. Black’s Law Dictionary 
Malpractice is any professional misconduct, unreasonable lack of 
skill. This term is usually applied to such conduct by doctors, 
lawyers, and accountants. Failure of onerendering professional 
services to exercise that degree of skill and learning commonly 
applied under all the circumtance in the community by the average 
prudent reputable member of the profession with the result of 
injury, loss, or damage to the resipient of those entittled to rely 
upon them. It is any professional misconduct, unreannable lack of 
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skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice or 
legal or immoral conduct.6 
 
d. The Oxford Illustrated Dictionary,     ed, 1975 
Malpractice is wrong doing; (law) improper treatment of patient by 
medical attendent; illegal action for one’s own benefit while in 
position of trust.7 
 
Dari beberapa definisi diatas, untuk dapat dikatakan bahwa suatu 
malpraktik (kunstfout) adalah bila seorang dokter tidak dapat 
memenuhi standar profesi kedokterannya8, yaitu batasan kemampuan 
(knowledge, skill, and professional attitude) minimal yang dikuasai 
oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan 
profesionalnya dalam masyarakat yang dibuat oleh organisasi profesi 
(Permenkes  No. 512/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan 
Praktik Kedokteran Pasal 1 poin 9). 
Berdasarkan rumusan Leenen, seorang pakar hukum dari Belanda 
menyatakan batasan unsur-unsur pada standar profesi kedokteran 
harus memenuhi unsur-unsur berikut : 
1. Berbuat seca secara teliti dan seksama (zorgvuldig handelen), 
dikaitkan dengan culpa/kelalaian sehingga bial seorang dokter 
tidak bekerja secara hati-hati, maka dia sudah memenuhi unsur 
kelalaian. 
2. Seorang dokter harus bekerja sesuai dengan ukuran ilmu medik 
(volgens de medische standaart), maksudnya  seorang dokter 
yang berpraktik harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
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keilmuaannya atau wewenang dan kompetensinya, misal seorang 
dokter umum tidak boleh melakukan tindakan sectio caesaria, 
walaupun dia sanggup atau mampu mengerjakannya berdasarkan 
pengalamannya membantu dokter ahli kebidanan dan kandungan. 
3. Harus mempunyai kemampuan rata-rata (average) dibanding 
kategori keahlian medik yang sama (gemiddaelde bewaamheid 
van gelijke medische categori), maksudnya adalah bila seorang 
dokter umum dinyatakan berbuat suatu kelalaian, maka  yang 
menyatakan dia berbuat kelalaian adalah dokter umum juga, 
bukan dokter ahli atau dokter spesialis. 
4. Bila seorang dokter dinyatakan telah melakukan suatu kelalaian, 
maka ukurannya adalah situasi dan kondisi yang sama terhadap 
sejawat yang menilainya (gelijke omstandigheden), maksudnya 
bila seorang dokter puskesmas pedalaman dinyatakan melakukan 
kelalaian yang merugikan pasien, maka harus dibandingkan  
dengan dokter umum yang lebih kurang situasi dan kondisi 
puskesmasnya mirip atau serupa dengan puskesmas dokter yang 
dituduh, jadi tidak bisa dibandingkan dengan dokter puskesmas 
yang bekerja di lingkup puskesmas perkotaan, yang mungkin saja 
pada saat menangani pasien yang kritis yang serupa dengan 
situasi dan kondisi dokter puskesmas pedalaman, dokter 
puskesmas perkotaan masih sempat dan memungkinkan untuk 
merujuk pasien ke rumah sakit. 
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5. Sarana dan upaya yang sebanding dan proporsional dengan 
tujuan dan tindakan medik tersebut, maksudnya bila seorang 
dokter puskesmas dengan segala sarana dan upaya yang 
sederhana melakukan suatu tindakan yang dianggap 
menyebabkan kelalaian, maka yang harus menilainya adalah 
dokter puskesmas juga yang kira-kira mempunyai sarana dan 
upaya yang mirip atau serupa dengan dokter puskesmas yang 
dituduh, bukan dibandingkan dengan dokter umum yang bertugas 
dirumah sakit besar9. 
Jadi kelima unsur tersebut yang harus dipakai untuk menguji 
apakah seorang dokter melakukan suatu malpraktik atau tidak. 
Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang istilah malpraktik, maka 
harus dimengerti bahwa malpraktik adalah hasil yang tidak sesuai 
dengan obyek transaksi terapeutik yang dilihat dari sisi pasien. Dan 
yang perlu diingat dan digaris bawahi pada transaksi terapeutik adalah 
seorang dokter tidak menjanjikan hasil dari objek perjanjian itu 
(resultaats verbintenis). Jadi yang bisa dilihat adalah apakah selama 
proses upaya maksimal untuk menangani masalah kesehatan pasien 
(inspaning verbintenis). Jadi yang bisa dilihat adalah apakah selama 
proses paya pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter sudah 
memenuhi kaidah–kaidah keilmuwan baik secara moral (attitude), 
keterampilan (skill) maupun keilmuwan termasuk aturan–aturan/ 
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regulasi yang diatur oleh pemerintah (knowledge) sehingga bila 
selama proses tersebut sudah memenuhi unsur–unsur standar 
profesinya, maka dia tidak dapat dipersalahkan bila terjadi suatu hasil 
negatif atau hasil buruk yang didapat oleh pasien karena dalam hal ini 
dokter bukanlah tuhan. Inilah yang harus dipahami oleh kalangan 
awam/ nonmedik. Hal ini harus disadari bahwa sukar sekali untuk 
memberikan standar kriteria yang pasti untuk menilai suatu tindakan 
medik disebabkan perbedaan situasi dan kondisi serta kondisi fisik 
para pasien yang berbeda – beda yang dapat memberikan reaksi 
yang berbeda walaupun diberikan terapi yang sama. 
Di dalam defenisi malpraktik terdapat dua istilah yang harus 
dibedakan, yaitu kesalahan dan kelalaian : 
1. Kesalahan (dolos, intentional, vorstz, willens en wetens hadelen) 
a. Dalam arti luas 
Semua tindakan medis atau yang berhubungan dengan ruang 
lingkup medis yang dilarang secara langsung oleh undang – 
undang, seperti : aborsi (abortus provokatus kriminalis), 
euthanasia, pemalsuan dokumen medis, pemberian surat 
keterangan sakit atau sehat palsu, tidak memberikan 
pertolongan gawat darurat. 
b. Dalam arti sempit 
Bahwa tindakan yang dilakukannya berdasarkan adanya unsur 
kesengajaan yang dapat dilihat dari tindakannya yang terarah, 
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dengan hasil yang sudah diketahui, adanya aturan hukum 
yang melarangnya dan kadang–kadang didasari dengan 
motivasi bayaran. 
2. Kelalaian (culpa, negligence) 
a. Dalam arti luas 
Pekerjaan dokter sudah sesuai dengan standar profesi dan 
yang diperbolehkan oleh undang–undang, tetapi kadang–
kadang bekerja di bawah standar dengan tidak hati–hati serta 
tidak melaksanakan kewajiban memenuhi hak pasien, seperti 
memberikan informed consent, menjaga rahasia jabatan, tidak 
memberikan rujukan, dan lain–lain. 
b. Dalam arti sempit 
Semua tindakan tersebut tidak ada motif serta tidak ada unsur 
kesengajaan dan semata-mata karena kealpaan atau 
kelalaian seseorang dokter dengan tidak hati-hati atau 
sembrono dalam mengerjakan tindakan medik yang 
sebenarnya akibat yang timbul tidaklah diharapkan, seperti 
tertinggal kassa pada saat operasi10. 
Secara ringkas dapat dikelompokkan berdasakan berat ringannya 
tingkat malpraktik, mulai dari yang ringan sampai yang berat : 
1. Error of judgement (kesalahan penilaian). 
2. Slight negligence (kelalaian ringan). 
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3. Gross negligence (kelalaian berat). 
4. Intentional wrong doing atau criminal intent (tindakan dengan 
kesengajaan atau yang bersifat kriminal)11 
Untuk poin 1 dan 2, malpraktik yang dilakukan bisa digugat secara 
perdata dan yang murni pidana adalah kelompok 4, tetapi kelompok 3 
juga bisa masuk ke ranah pidana bila terbukti seorang dokter 
melakukan suatu tindakan secara tidak hati-hati serta dibawah standar 
profesi yang ditentukan mengakibatkan kecacatan atau kematianpada 
pasien (sudah memenuhi beberapa Pasal dalam KUHP). 
Khusus untuk kelalaian, dapat juga dibagi beberapa tingkat jenis 
kelalaian, yaitu : 
1. Culpa levissima (slight fault or neglect) yang berarti kelalaian 
ringan. 
2. Culpa levis (ordinary fault or neglect) yang berarti kelalaian biasa. 
3. Culpa lata (gross fault or neglect) yang berarti kelalaian serius12 
Tindakan medik adalah tindakan profesional oleh dokter 
terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, 
memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi 
penderitaan.13 Meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medik 
tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. 
Tindakan medik adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh 
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dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu di tujukan 
terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Suatu 
tindakan medik adalah keputusan etik karena dilakukan oleh manusia 
terhadap manusia lain, yang umumnya memerlukan pertolongan dan 
keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas beberapa 
alternatif yang ada. Keputusan etik harus memenuhi tiga syarat, yaitu 
keputusan tersebut harus benar sesuai ketentuan yang berlaku, juga 
harus baik tujuan dan akibatnya, dan keputusan tersebut harus tepat 
sesuai dengan konteks serta situasi dan kondisi saat itu, sehingga 
dapat dipertanggung jawabkan.14 
Sedangkan menurut Budi Sampurno15, dalam melakukan 
tindakan medik yang merupakan sesuatu keputusan etik, seorang 
dokter harus : 
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Tindakan medik harus dilakukan oleh tenaga medik. Dalam hukum positif di Indonesia, 
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mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 
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physician (dokter fisik = dokter) maupun dentist (dokter gigi). Para dokter tersebut 
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masing-masing. Jadi ada dokter fisik spesialis dan dokter gigi spesialis. Apabila 
tindakan medik itu dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang untuk melakukannya 
maka digolongkan sebagai tindak pidana. Akan tetapi apabila tindakan tersebut 
ditujukan untuk membantu tenaga medik maka dapat dijalankan sebagai suatu 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang. Safitri Haryani, 2005. Sengketa Medik, 
Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien. Diadit Media, 
Jakarta, hlm. 37. 
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1. Mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam 
masyarakat, profesi dan pasien. 
2. Mempertimbangkan etika, prinsip-prinsip moral, dan 
keputusan-keputusan khusus pada kasus klinis yang di 
hadapi. 
Secara material, menurut Danny Wiradharma, suatu tindakan 
medik tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 
1. Mempunyai indikasi medik, untuk mencapai suatu tujuan 
yang kongkret. 
2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku dalam ilmu 
kedokteran. 
3. Sudah mendapat persetujuan dari pasien. 
Syarat a dan b juga disebut sebagai bertindak secara le artis. 
Secara yuridis sering dipermasalahkan apakah suatu tindakan medik 
dapat dimasukkan dalam pengertian penganiayaan. Akan tetapi 
dengan dipenuhinya ketiga syarat tersebut di atas maka kemudian 
menjadi jelas. Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medik 
tidak hanya mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga 
bagi hukum perdata dan hukum administratif. 
Hubungan keperdataan timbul karena adanya suatu perjanjian 
antara dokter dengan pasien untuk memberikan pertolongan, dan 
dalam perjanjian tersebut diikatkan beberapa persyaratan, dan apabila 
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persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka 
terhadap pihak yang tidak memenuhi persyaratan tadi dapat diajukan 
gugatan. Pada umumnya persyaratan dalam hubungan perjanjian 
antara pasien-dokter tidak secara eksplisit dituangkan dalam 
perumusan persyaratan perjanjian, namun dianggap telah terkandung 
di dalamnya sesuai dengan etik yang mengikuti dokter dalam 
menjalankan profesi jabatannya. Dalam hubungan tersebut pengertian 
informasi pasien merupakan suatu bentuk umum penerangan pasien 
pada umumnya.16 Dalam hukum perdata, tindakan medik yang 
dilakukan dokter merupakan pelaksaan perikatan yang dibuat antara 
dokter dan pasien yang pada hakikatnya merupakan perikatan 
(transaksi tera-peutik), serta hubungan karena Undang-Undang 
(zaakwarneming).17 
Dalam hukum administratif yang berkaitan dengan kewenangan 
yuridis untuk melakukan tindakan medik adalah Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang 
penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal 1 ayat (1), 
yang menyebutkan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien 
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.18 
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Guwandi menyebutkan bahwa seorang dokter dalam melakukan 
tindakan medik haruslah berdasarkan empat hal, yaitu :19 
1. Adanya indikasi medik; 
2. Bertindak secara hati-hati; 
3. Bekerja berdasarkan standar profesi medis dan prosedur 
opersional; 
4. Ada persetujuan Tindakan Medik (informed Consent). 
Syafruddin Wahid menyebutkan empat hal yang harus dilakukan 
dokter untuk menghindarkan timbulnya sengketa medik dengan pasien 
:20 
1. Dokter harus memahami apa yang legal dan apa yang tidak 
legal untuk dilakukan dokter berkaitan dengan 
pekerjaan/profesi dokter; 
2. Dokter harus memahami resiko-resiko hukum yang ada 
terkait dengan profesi dokter; 
3. Melaksanakan semua aturan administrasi berkaitan dengan 
praktik dokter; 
4. Melindungi profesi dari kemungkinan-kemungkinan adanya 
permasalahan dari segi hukum. 
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Memicu Tuntutan Malpraktik Dokter. Proceeding Lokakarya Nasional Hukum dan Etika 
Kedokteran. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar, Makassar 26-27 Januari 2008. 
19 
 
Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 
mengatur tentang wewenang dan kompetensi dokter dan dokter gigi 
dalam menjalankan praktik kedokterannya : 
1. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda 
registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik 
kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang 
dimiliki, yang terdiri atas : 
a. Mewawancarai pasien; 
b. Memeriksa fisik dan mental pasien; 
c. Menentukan pemeriksaan penunjang; 
d. Menegakkan diagnosis; 
e. Menentukan penata-laksanaan dan pengobatan pasien; 
f. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; 
g. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; 
h. Menulis resep obat dan alat kesehatan; 
i. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; 
dan meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi 
yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek. 
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kewe-nangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil 
Kedokteran Indonesia. 
C. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter 
1. Hak dan Kewajiban Pasien 
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1.1. Hak Pasien 
Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi dan 
bersumber dari hak dasar individual, the right of self 
determination, atau zelfbeschikkingsrecht. Hak, dalam 
Black’s Law Dictionary     ed., berarti sebagai right yang 
mengandung beberapa arti, antara lain  hak alami (natural 
right), hak politik (political right), serta hak pribadi (civil 
right). Hak untuk menetukan nasib sendiri lebih dekat 
artinya dengan hak pribadi, yaitu hak atas keamanan 
pribadi yang berkaitan erat pada hidup, bagian tubuh, 
kesehatan, kehormatan, serta hak atas kebebasan 
pribadi.21 Konsepsi hak-hak asasi manusi hukum 
internasioanl mengasumsikan bahwa individu harus diakui 
sebagai subjek hukum internasional. Langkah pertama 
karya besar ini telah diletakkan pada tanggal 7 Desember 
1948 ketika Majelis Umum PBB mengesahkan Universal 
Declaration of Human Rights.22 
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Meskipun sama fundamentalnya dengan hak-hak yang 
lain, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih 
mendasar. Dalam hubungan dokter dengan pasien, secara 
relatif pasien berada pada posisi yang lebih 
lemah.kekurang-mampuan pasien dalam membela 
kepentingannya dalam situasi kegiatan pelayanan 
menyebabkan timbulnya kebutuhan utnuk 
mempermasalahkan hak-hak pasien dalam menghadapi 
para profesional kesehatan. 
Dahulu hubungan antara dokter dengan pasien bersifat 
paternalistik, di mana pasien selalu mengikuti apa yang 
dikatakan dokter tanpa bertanya apapun. Sekarang dokter 
adalah partner pasien dan keduanya memiliki kedudukan 
yang sama secara hukum. Secara umum pasien berhak 
atas pelayanan yang manusiawi dan perawatan yang 
bermutu. 
Namun demikian dalam hubungan dokter-pasien 
seringkali pasien memutuskan derajatnya sebagai objek 
bagi sesuatu yang seharusnya diputuskan berdasarkan 
alasan-alasan yang kuat tanpa menyadari apa motif dan 
                                                                                                                                      
pembangunan berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang 
menyeluruh, terarah, dan terpadu. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban 
untuk mewujudkan tekad tersebut. Memajukan kesejahteraan mempunyai makna 
mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi 
kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan. Freddy Tengker, 2007. Hak Pasien. PT 
Mandar Maju, Bandung, hlm. 33. 
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konsekuensi dari keputusan itu atau bahkan tanpa ada 
kesempatan baginyauntuk memikirkan alternatif dari Resiko 
yang akan dihadapinya. Pasien seharusnya mendapat 
informasi yang cukup untuk dapat dipergunakan sebagai 
bahan pertimbangan dan kemudian memutuskan sesuatu 
yang menyangkut kepentingannya. Dalam kenyataannya,  
dokter dan pasien melihat suatu keadaan-kenyataan dari 
sudut pandang yang berbeda. Seyogyanya cara 
pendekatan dari keduanya dipertemukan sehingga menjadi 
suatu sintesa yang bertolak dari prinsip demi kepentingan 
pasien. Dokter mengembangkan visinya yang objektif 
berdasarkan atas penyakit pasien dan untuk itu ia 
memberika saran guna perawatan-pemeliharaan yang 
menurutnya merupakan usaha yang optimal dipandang dari 
segi ilmu kedokteran yang dimilikinya. Dalam hal yang 
demikian, sebetulnya pasien sendirilah yang paling 
berkuasa untuk menentukan, karena penyakit itu telah 
menjadikan dirinya tidak bebas dan terganggu dalam 
menjalankan pekerjaan, rasa takut, rasa sakit, bahkan arti 
daripada semuanya itu bagi hidup dan kehidupan 
selanjutnya. Setelah langkah apa yang dapat dilakukan 
terhadap dirinya setelah mempertimbangkan bersama 
dokter, ia dapat memutuskan tindakan atau langkah apa 
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yang dapat dilakukan terhadap dirinya setelah 
mempertimbangkan segala kerugian dan Resiko. Pasienlah 
satu-satunya unsur yang dapat memberikan putusan akhir, 
satu-satunya unsur yang dalam kenyataannya dapat 
mengambil keputusan, sehingga dengan demikian ia perlu 
dan berhak atas informasi untuk dapat mengambil 
keputusan dengan tepat. Mungkin saja pertimbangan dari 
segi kepentingan pasien berbeda atau bahkan 
bertentangan dengan objektif segi analisis dokter dari segi 
ilmu kedokteran, karena dokter juga manusia yang mungkin 
dapat membuat kesalahan23 
Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 29 Tahun 
2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang hak 
dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan kontrak 
terapeutik, di mana pasien mempunyai hak dan kewajiban 
tertentu. Pada Pasal 52, tentang hak pasien, disebutkan 
bahwa dalam menerima pelayanan pada praktik 
kedokteran, pasien mempunyai hak : 
1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang 
tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (3); 
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
medik; 
4. Menolak tindakan medik; 
5. Mendapatkan isi rekam medik. 
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 Hermien Hadiati Koespandji, 1984. op.cit. hlm. 55 
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Dalmy Iskandar menyebutkan rincian hak dan 
kewajiban pasien, yang antara lain adalah sebagai 
berikut24: 
Hak-hak pasien, yaitu : 
1. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi 
sesuai standar profesi. 
2. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan 
terapi dari dokter yang bertanggung jawab terhadap 
perawatannya 
3. Menolak keikutsertaan dalam penelitian kedokteran. 
4. Kerahasiaan atas catatan medisnya. 
5. Hak untuk dirujuk kalau diperlukan. 
6. Hak memperoleh penjelasan tentang penelitian kliniknya. 
7. Hak memperoleh perawatan lanjutan dengan informasi 
tentang nama/alamat dokter selanjutnya. 
8. Hak berhubungan dengan keluarga, rohaniawan, dan 
sebagainya. 
9. Hak mendapatkan penjelasan tentang perincian rekening 
(perawatan, obat, pemeriksaan laboratorium, rontgen, 
USG, biaya kamar bedah, imbalan jasa, dan 
sebagainya). 
10. Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan-perauran 
rumah sakit. 
11. Hak menarik diri dari kontrak terapeutik. 
 
1.2. Kewajiban Pasien 
Mengenai kewajiban pasien, Undang-Undang No. 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 53 
menyebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan 
pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban sebagai 
berikut : 
                                                 
24
 Dalmy Iskandar, 1988. Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien. Penerbit Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 66. 
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1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang 
masalah kesehatannya; 
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan 
kesehatan; dan 
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang 
diterimanya. 
 
Dalmy Iskandar menyebutkan rincian kewajiban pasien 
sebagai berikut25 : 
1. Memberikan informasi yang benar, berupa keterangan 
mengenai keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat 
penyakit. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, jika ada 
keluhan, pasien harus menyampaikan agar dokter dapat 
lebih tepat dalam menegakkan diagnosisnya. 
2. Mematuhi petunjuk atau nasihat dokter dalam proses 
penyembuhan ataupun dalam upaya penegakan 
diagnosis. 
3. Menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga 
kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran serta 
kesendiriannya (privasi). 
4. Memberikan imbalan terhadap jasa-jasa profesional yang 
telah diberikan oleh tenaga kesehatan. 
5. Memberikan ganti-rugi apabila tindakan-tindakan pasien 
merugikan tenaga kesehatan. 
6. Beterus-terang apabila timbul masalah (dalam hubungan 
tenaga kesehatan dan rumah sakit, baik yang lanmgsung 
maupun tidak langsung). 
 
2. Hak dan Kewajiban Dokter 
Dalam hal pelayanan medik selalu dijumpai adanya dua 
pihak yang berhubungan, yaitu disatu pihak yang memberikan 
pelayanan adalah dokter dan dipihak lain yang menerima 
pelayanan adalah pasien. Dalam melakukan praktik kedokteran 
dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan 
pasien hak dan kewajiban yang esensial diatur di dalam Undang – 
                                                 
25
 Dalmy Iskandar, 1998. Ibid 
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Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 
Selain itu masih ada hak dan kewajiban umum lain yang juga 
mengikat dokter. Suatu tindakan yang dilakukan dokter secara 
material tidak bersifat melawan hukum apabila telah memenuhi 
syarat – syarat berikut secara kumulatif : 
1. Tindakan itu mempunyai indikasi medik dengan tujuan 
perawatan yang sifatnya kongkret; 
2. Dilakukan sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku di 
dalam ilmu kedokteran; diizinkan oleh pasien. 
Dua norma yang pertama timbul karena sifat tindakan 
tersebut sebagai tindakan medik. Adanya izin pasien merupakan 
hak dari pasien. Hak tersebut menyebabkan timbulnya kelompok 
norma–norma yang lain, yaitu norma untuk menghormati hak–hak 
pasien sebagai individu dan norma yang mengatur agar pelayanan 
kesehatan dapat berfungsi di dalam masyarakat untuk 
kepentingan orang banyak, yang dalam hal ini adalah pasien 
sebagai anggota masyarakat. 
2.1. Hak Dokter 
Pasal 50 undang – undang No. 29 tahun 2004 tentang 
praktik kedokteran menyebutkan hak dokter dalam 
menjalankan tugas profesinya. Dokter atau dokter gigi 
dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : 
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1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional. Dalam hal ini dokter yang 
melakukan praktik sesuai dengan standar tidak dapat 
disalahkan dan bertanggung jawab secara hukum atas 
kerugian atau cedera yang diderita pasien karena 
kerugian dan cedera tersebut bukan diakibatkan oleh 
kesalahan atau kelalaian dokter. Perlu diketahui bahwa 
cedera atau kerugian yang diderita pasien dapat saja 
terjadi karena perjalanan penyakitnya sendiri atau 
karena resiko medis yang dapat diterima (acceptable) 
dan telah disetujui pasien dalam informed consent. 
2. Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur operasional. Dokter diberi 
hak untuk menolak permintaan pasien atau keluarganya 
yang dianggapnya melanggar standar profesi atau 
standar prosedur operasional. 
3. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari 
pasien atau keluarganya. Dokter tidak hanya 
memerlukan informasi kesehatan dari pasien, 
melainkan juga informasi pendukung yang berkaitan 
dengan identitas pasien dan faktor – faktor kontribusi 
28 
 
yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit dan 
penyembuhan penyakit. 
4. Menerima imbalan jasa. Hak atas imbalan jasa adalah 
hak yang timbul sebagai akibat hubungan dokter 
dengan pasien, yang pemenuhannya merupakan 
kewajiban pasien. Dalam keadaan darurat atau dalam 
kondisi tertentu, pasien tetap dapat dilayani dokter 
tanpa mempertimbangkan aspek finansial. 
Selain itu, dokter juga memiliki hak yang berasal dari hak 
asasi manusia seperti : 
1. Hak atas privasinya; 
2. Hak untuk diperlakukan secara layak; 
3. Hak untuk beristirahat; 
4. Hak untuk secara bebas memilih pekerjaan; 
5. Hak untuk terbebas dari intervensi, ancaman dan 
kekerasan, dan lain-lain sewaktu menolong pasien. 
Dokter dalam hubungan dokter-pasien ini, Dalmy 
Iskandar menyebutkan hak dokter sebagai berikut26 : 
1. Hak untuk menolak bekerja diluar standar profesi 
medis; 
2. Hak untuk menolak tindakan-tindakan yang tidak sesuai 
dengan kode etik profesi medis; 
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 Ibid, hlm. 26. 
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3. Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan 
dengan pasien kecuali dalam keadaan gawat darurat; 
4. Hak atas privacy dokter; 
5. Hak untuk menerima imbalan jasa/honorium. 
2.2. Kewajiban Dokter 
Sedangkan Pasal 51 tentang kewajiban dokter dalam 
Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa dokter 
atau dokter gigi dalam  melaksanakan praktik kedokteran 
mempunyai kewajiban untuk : 
1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar 
profesi dan standar operasional; 
2. Merujuk ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai 
keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak 
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 
pengobatan; 
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 
tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu 
meninggal dunia; 
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar 
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain 
yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti 
perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. 
 
Kewajiban dokter terhadap pasien menurut Leenen 
meliputi beberapa hal, antara lain27 : 
1. Kewajiban yang timbul dari sifat pelayanan medis, di 
mana dokter harus bertindak sesuai dengan standar 
profesi medis atau menjalankan praktik kedokteran 
secara lege artis. 
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang 
bersumber dari hak asasi dalam bidang kesehatan. 
                                                 
27
 Ibid, hlm. 31. 
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3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial 
pemeliharaan kesehatan. 
 
Dalam kaitannya dengan kewajiban dokter terhadap 
pasien, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 
menyebutkan28 : 
Pasal 10 : Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas 
mempergunakan segala ilmu dan 
keterampilannya untuk kepentingan pasien. 
Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu 
pemeriksaan atau pengobatan maka atas 
persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien 
kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam 
penyakit tersebut. 
Pasal 11 : Setiap dokter harus memberikan kesempatan 
kepada pasien agar senantiasa dapat 
berhubungan dengan keluarga dan 
penasihatnya dalam beribadat dan atau dalam 
masalah lainnya. 
Pasal 12 : Setiap dokter wajib merahasiakan segala 
sesuatu yang diketahuinya tentang seorang 
pasien, bahkan juga setelah pasien 
itumeninggal dunia. 
Pasal 13 : Setiap dokter wajib melakukan pertolongan 
darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, 
kecuali bila iya yakin ada orang lain yang 
bersedia dan mampu memberikannya. 
 
D. Pengertian Profesi Kedokteran dan Organisasi Profesi 
Kedokteran 
1. Profesi Kedokteran 
Menurut Daldiyono29, yang disebut profesi adalah suatu 
bidang atau jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus. 
                                                 
28
Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI), 2002, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaannya. IDI, 
Jakarta, hlm. ix. 
29
Daldiyono, 2007. Pasien Pintar & Dokter Bijak.  PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 
175. 
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Tidak semua jenis pekerjaan dapat disebut profesi. Saat ini sering 
terjadi kerancuan atau salah kaprah, bahwa semua jenis 
pekerjaan disebut profesi. Padahal suatu profesi memiliki berbagai 
ciri spesifik, yaitu : 
1. Ada bidang ilmu yang jelas dan tegas yang dipelajari, 
misalnya profesi kedokteran yang melaksanakan ilmu 
kedokteran. 
2. Ada sejarahnya dan dapat diketahui pendahulu atau 
pionirnya. 
3. Adanya suatu ikatan profesi yang bersifta independen dan 
berhak mengatur anggotanya. 
4. Bersifat melayani dengan mementingkan yang dilayani 
(alturism) yang diatur dalam kode etik. 
Kata moral dan etika secara etimologis berasal dari kata 
yang sama namun dari dua bahasa yang berbeda. Moral berasal 
dari kata Latin moralis, mos, moris, yang berarti adat, istiadat, 
kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan. Mores berarti adat 
istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Etika berasal 
dari kata Yunani ethikos, ethos, yang juga berarti adat, kebiasaan, 
praktik (Inggris: customs). Namun, dalam perkembangan 
selanjutnya, kedua kata itu mendapat arti yang berbeda, sekalipun 
masih tetap terkait erat. Kedua-duanya terkait dengan sistem nilai, 
sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia. Kedua istilah itu 
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menyiratkan hubungan antara hati nurani dan penilaian 
(judgement) dengan kegiatan praktis seseorang. Kata moral 
mengacu pada sistem nilai masyarakat atau konvensi sosial 
tentang apa yang dinilai baik dan buruk, benar dan salah, atau 
positif dan negatif, yang menyangkut sikap, tingkah laku, dan 
tindakan manusia. Sistem nilai tentang baik dan buruk itu 
diturunkan dengan generasi ke generasi berikutnya melalui ajaran 
moral. Etika, dalam perkembangannya mendapat berbagi arti, (a) 
bagi ahli filsafat, etika adalah bagian dari ilmu filsafat yang 
mengkaji tentang moral dan moralitas, (b) bagi profesional dan 
praktisi (termasuk dalam hal ini adalah dokter, advokat, wartawan, 
notaris, dll), etika adalah pedoman dan aturan yang disepakati 
bersama tentang bagaimana mereka berperilaku dalam 
menjalankan profesi masing-masing dengan baik dan benar.30 
2. Organisasi Profesi Kedokteran (Ikatan Dokter Indonesia) 
Organisasi adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan 
yang sama, baik dalam penggunaan sehari-hari maupun alamiah. 
Istilah ini digunakan dalam banyak cara. Profesi merupakan 
pekerjaayang membutuhkan pelatihan dan pengetahuan terhadap 
suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki 
asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi, dan lisensi 
untuk bidang profesi tersebut. 
                                                 
30
Samsi Jacobalis, 2005, Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika. CV 
Sagung Seto bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm.57. 
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Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya 
adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi 
dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial 
yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka 
sebagai individu. 
Tujuan umum dari sebuah profesi adalah memenuhi 
tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai 
dengan bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan 
orientasi kepada kepentingan publik. 
Ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah 
profesi, yaitu : 
1. Kredibilitas; 
2. Profesionalisme; 
3. Kepercayaan; 
4. Kualitas jasa. 
Ciri-ciri organisasi profesi : 
1. Hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi; 
2. Ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan 
kehormatan; 
3. Tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan 
profesi; 
4. Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat 
persaudaraan; 
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5. Memiliki sifat kepemimpinan yang kolektif; 
6. Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. 
Organisasi kedokteran awalnya bermula dari perhimpunan 
yang bernama Vereniging van lndische Artsen tahun 1911, 
dengan tokohnya adalah dr. J.A.Kayadu yang menjabat sebagai 
ketua dari perkumpulan ini. 
Selain itu, tercatat nama-nama tokoh seperti dr. Wahidin, dr, 
Soetomo dan dr Tjipto Mangunkusumo, yang bergerak dalam 
lapangan sosial dan politik. Pada tahun 1926 perkumpulan ini 
berubah nama menjadi Vereniging van lndonesische 
Geneeskundige atau disingkat VIG. 
Di masa dahulu dikenal 3 macam dokter Indonesia, ada 
dokter Jawa keluaran sekolah dokter Jawa, ada Indische Arts 
keluaran Stovia dan NIAS serta ada pula dokter lulusan Faculteit 
Medica Batvienis pada tahun 1927. Dalam masa pendudukan 
Jepang (1943), VIG dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi 
Hooko Kai. Hampir bersamaan berkembang pula Persatuan 
Thabib Indonesia (Perthabin) cabang Yogya yang dianggap 
sebagai kelanjutan VIG masa tersebut. Tidaklah mungkin bahwa 
Perthabin dan PDI sekaligus merupakan wadah dokter di 
Indonesia, maka dicapai mufakat antara Perthabin dan Dewan 
Pimpinan PDI untuk mendirikan suatu perhimpunan dokter baru. 
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Dr. Soeharto berpendapat bahwa perkumpulan dokter yang ada 
sejak 1911 telah rusak pada zaman kependudukan Jepang. 
Pada tahun 1945, dokter-dokter Indonesia belum mempunyai 
kesempatan untuk mendirikan suatu wadah dokter di Indonesia 
yang berskala nasional. Selanjutnya pada tahun 1948 didirikan 
Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI), yang dimotori kalangan 
dokter-dokter muda di bawah pimpinan dr. Darma Setiawan 
Notohadmojo. 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) didirikan  sekitar 63 tahun yang 
lalu, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1950. IDI adalah satu-
satunya organisasi Profesi bagi dokter di seluruh wilayah 
Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang No.29 
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
Pada tahun 1948 lahir perkumpulan dokter Indonesia yang 
berfungsi sebagai organisasi perjuangan kemerdekaan. Dengan 
dasar semangat persatuan dan kesatuan, akhirnya dua organisasi 
kedokteran tersebut meleburkan diri dan membentuk Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI). Pada 24 Oktober 1950, Dr. R. Soeharto 
atas nama Pengurus IDI menghadap notaries R. Kadiman guna 
mencatatkan pembentukan IDI yang disepakati berdasarkan 
Muktamar Dokter Warga Negara Indonesia. Sejak saat itu tanggal 
tersebut ditetapkan sebagai ulang tahun IDI. 
36 
 
Organisasi ini hadir di berbagai wilayah di Indonesia. Sampai 
saat ini anggota IDI berjumlah 74.502 Dokter yang tersebar di 32 
Wilayah dan 343 Cabang. IDI juga menaungi 35 Perhimpunan 
Dokter Spesialis (PDSp), 42 Perhimpunan Dokter Seminat 
(PDSm), 1 Perhimpunan Dokter Pelayanan Kedokteran Tingkat 
Pertama (PDPP), 2 Perhimpunan Dokter Penunjang 
Pengembangan Profesi Kedokteran (PDP3K) dan 1 Perhimpunan 
Dokter Se-Okupasi (PDsO).  
Ikatan Dokter Indonesia bertujuan untuk memadukan segenap 
potensi dokter dari seluruh Indonesia, menjaga  dan meningkatkan 
harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, 
serta meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju 
masyarakat sehat dan sejahtera. 
Pokok-pokok pikiran Ikatan Dokter Indonesia tentang 
Pembangunan Kesehatan Indonesia yang Berkeadilan, IDI 
mengemban beberapa tugas negara melalui Undang-Undang No. 
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang telah disebutkan 
yaitu : 
1. Menerbitkan rekomendasi ijin praktik (Pasal 38); 
2. Melalui kolegium menyelenggarakan uji kompetensi, membuat 
standar pendidikan, dan standar kompetensi (Pasal 1 ayat (4) 
dan Pasal 26) 
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3. Menyelenggarakan dan mengakreditasi pendidikan 
berkelanjutan (CPD/P2KB) (Pasal 28) 
4. Melakukan kendali mutu dan kendali biaya (Pasal 49) 
5. Melakukan audit medik praktik kedokteran (Pasal 74) 
6. Melakukan pembinaan dan pengwasan praktk kedokteran 
(Pasal 54 dan Pasal 71) 
E. Resiko Medik 
Untuk setiap manfaat yang kita dapatkan selalu ada Resiko yang 
harus dihadapi. Satu-satunya jalan menghindari Resiko adalah 
dengan tidak berbuat sama sekali. Kalimat diatas merupakan salah 
satu ungkapan yang perlu kita renungkan, bahwa di dalam kehidupan, 
manusia tidak akan pernah lepas dari ketidak sengajaan atau 
kesalahan yang tidak dikehendaki di dalam menjalankan profesi atau 
pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya Resiko 
yang tidak diharapkan, seorang profesional harus selalu berpikir 
cermat dan bertindak hati-hati agar dapat mengantisipasi Resiko yang 
mungkin terjadi. 
Suatu hasil yang tidak diharapkan terjadi di dalam praktik 
kedokteran sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa 
kemungkinan, yaitu :31  
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Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, 2005. Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien. 
Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta. 
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1. Hasil dari suatu perjalanan penyakit atau komplikasi penyakit 
yang tidak ada hubungannya dengan tindakan medik yang 
dilakukan dokter. 
2. Hasil dari suatu resiko yang tak dapat dihindari, yaitu : 
a. Resiko yang tak dapat diketahui sebelumnya 
(unforeseeable). Resiko seperti ini memungkinkan di 
dalam ilmu kedokteran oleh karena sifat ilmu yang 
empiris dan sifat tubuh manusia yang sangat bervariasi 
serta rentan terhadap pengaruh eksternal. Sebagai 
contoh adalah syok anafilaktik. 
b. Resiko yang meskipun telah di ketahui sebelumnya 
(foreseeable) tetapi dianggap dapat diterima 
(acceptable), dan telah diinformasikan kepada pasien 
dan telah disetujui oleh psien untuk dilakukan, yaitu : 
1) Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya 
cukup kecil, dapat diantisipasi, diperhitungkan, atau 
dapat dikendalikan, misalnya efek samping obat, 
pendarahan, dan enfeksi pada pembedahan, dan 
lain-lain. 
2) Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya 
besar pada keadaan tertentu, yaitu apabila tindakan 
medik yang beresiko tersebut harus dilakukan 
karena merupakan satu-satunya cara yang harus 
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ditempuh (the only way) terutama dalam keadaan 
gawat darurat. 
Di Indonesia, pengertian resiko medik tidak dirumuskan secara 
eksplisit dalam perundang-undangan yang ada. Namun secara 
tersirat, resiko medik disebutkan dalam beberapa pernyataan sebagai 
berikut : 
1. Informed Consent  atau sering disebut sebagai tindakan 
medik, adalah suatu dokumen tertulis yang ditanda-tangani 
oleh pasien, yang mengizinkan suatu tindakan tertentu pada 
dirinya. Persetujuan tindakan medik baru mempunyai arti 
hukum bila ditanda-tangani sesudah pasien mendapat 
informasi lengkap mengenai tindakan yang akan 
dikerjakan32. 
Dokumen ini selain dimaksudkan sebagai alat untuk 
memungkinkan penentuan nasib sendiri pada pasien, juga 
dapat melindungi dokter dari tuntutan pelanggaran hak atas 
integritas pribadi pasien. Salah satu cara yang dilakukan 
untuk melindungi kepentingan dokter dari tuntutan pasien, di 
dalam informed consent tersebut dicantumkan bahwa dokter 
tidak akan dituntut dikemudian hari. Syarat yang dimaksud 
antara lain menyatakan bahwa pasien menyadari 
sepenuhnya atas segala Resiko tindakan medik yang akan 
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Bahar Azwar, 2002. Buku Pintar Pasien, Sang Dokter. Penerbit Kesaint Blanc, Bekasi, 
hlm. 65 
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dilakukan dokter, dan jika dalam tindakan medik itu terjadi 
sesuatu yang tidak diinginkan, maka pasien tidak akan 
melakukan tuntutan apapun ke pengadilan di kemudian hari. 
Selain itu untuk memenuhi kewajiban memberi informasi, 
maka dicantumkan pula pernyataan dari dokter yang 
menyatakan bahwa telah dijelaskan sifat, tujuan, serta 
kemungkinan (Resiko) akibat yang timbul akibat tindakan 
medik tersebut kepada pasien dan keluarganya. Dengan 
demikian, dokter yang bersangkutan juga menandatangani 
formulir persetujuan tindakan medik termaksud. Jika psien 
menolak dilakukannya suatu tindakan medik tertentu maka 
pasien dan keluarganya diwajibkan untuk mengisi Surat 
Pernyataan Penolakan33. 
2. Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang no. 
29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran : 
a. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 
akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat 
persetujuan; 
b. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara 
lengkap; 
                                                 
33
Veronica Komalawati, 2002. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik 
(Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis. PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172. 
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c. Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-
kurangnya mencakup : 
1) Diagnosis dan tata cara tindakan medik; 
2) Tujuan tindakan medik yang dilakukan; 
3) Alternatif tindakan lain dan Resikonya; 
4) Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 
5) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 
d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan; 
e. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang 
mengandung Resiko tinggi harus diberikan dengan 
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang 
berhak memberikan persetujuan. 
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 
585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan 
Medik : 
a. Pasal 2 ayat (3)  : Persetujuan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi 
yang kuat tentang perlunya tindakan medik yang 
bersangkutan serta Resiko yang dapat ditimbulkannya. 
b. Pasal 3 ayat (1) : Setiap tindakan medik yang 
mengandung Resiko tinggi harus dengan persetujuan 
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tertulis yang ditandantangani oleh yang hendak 
memberikan persetujuan. 
c. Pasal 7 ayat (2) : Perluasan operasi yang tidak dapat 
diduga sebelumnya dapat dilakukan untuk 
menyelamatkan jiwa pasien. 
4. Pernyataan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) 
tentang Informed Consent  
PB IDI  dalam Surat Keputusannya Nomor 319/PB/A.4/88 
butir (3) menyebutkan : “Setiap tindakan medik yang 
mengandung Resiko cukup besar mengharuskan adanya 
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah 
sebelumnya pasien itu telah memperoleh informasi yang kuat 
tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta 
Resiko yang berkaitan dengannya (Inform consent)”. 
Anny Isfandyarie menyebutkan beberapa hal yang berkitan 
dengan Resiko medik, yaitu34 : 
1. Bahwa dalam tindakan medik selalu ada kemungkinan 
(Resiko) yang dapat terjadi yang mungkin tidak sesuai 
dengan harapan pasien. Ketidakmengertian pasien terhadap 
Resiko yang dihadapinya dapat menyebabkan diajukannya 
tuntutan ke pengadilan oleh pasien tersebut. 
                                                 
34
Anny Isfandyarie, 2006. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter. Buku I. 
Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4. 
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2. Bahwa dalam tindakan medik ada tindakan yang 
mengandung Resiko tinggi. 
3. Bahwa Resiko tinggi tersebut berkaitan dengan keselamatan 
jiwa pasien. 
World Medical Association Statement on Medical 
Malpractice, yang diadaptasi dari      World Medical Assembly 
Marbela-Spain, September 1992, yang dikutip oleh Herkutanto35, 
menyebutkan bahwa resiko medik atau yang lazim disebut 
sebagai untoward result adalah “suatu kejadian karena suatu hal 
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan bukan akibat dari 
ketidakmampuan atau ketidaktahuan, untuk hal ini secara hukum 
dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya” (An injury 
occuring in the course of medical treatment which couldn’t be 
foressen and was not the result of any lack of skill or knowledge 
on the part of the treating physician is an untoward result, for 
which the physician shouldn’t bear any liability). Setiap tindakan 
medik selalu mengandung Resiko, sekecil apapun tindakannya 
tetap saja menimbulkan resiko yang besar sehingga pasien 
menderita kerugian. Dalam hal terjadinya Resiko, baik yang 
dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi, maka 
dokter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 
                                                 
35
Herkutanto, 2008. Dimensi Hukum dalam Pelayanan Kesehatan. Lokakarya Nasional 
Hukum dan Etika Kedokteran, Makassar 26-27 Januari 2008. Proceeding. Ikatan Dokter 
Indonesia Cabang Makassar. 
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Dalam ilmu hukum terdapat adagium volontie non fit injura atau 
assumption of risk. Maksud adagium tersebut adalah apabila 
seseorang menempatkan dirinya kedalam suatu bahaya (Resiko) 
yang sudah ia ketahui, maka ia tidak dapat menuntut 
pertanggungjawaban pada orang lain apabila Resiko itu benar-
benar terjadi. Tidak dapat menuntut pertanggungjawabn 
seseorang karena Resiko terjadi bukan karena kesalahan 
(schuld) baik sengaja maupun kelalaian. Apabila Resiko muncul 
pada saat pelayanan medis, maka pasien tidak dapat menuntut 
pertanggungjawaban pidana pada seorang tenaga medik. 
F. Sengketa Medik 
1. Pengertian Sengketa Medik 
Sengketa medik berasal dari dua kata, yaitu sengketa dan 
medik. Kosa kata “sengketa” yang dipadankan dar bahasa 
Inggris disamakan dengan “confict” dan ”dispute” yang mana 
diantara keduanya mengandung pengertian tentang adanya 
perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, 
tetapi keduanya dapat dibedakan. Konflik sudah dipakai dalam 
perbendaharaan kata bahasa Indonesia, berdasarkan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia konflik dapat didefinisikan sebagai 
“percekcokan, perselisihan, atau pertentangan”, di mana 
pertentangan ini bisa terjadi di dalam diri sendiri (internal) atau 
pertentangan terhadap dua kekuatan atau pihak (eksternal). 
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Sementara sengketa sebagai dispute didefinisikan sebagai 
“sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 
pertengkaran, perbantahan” sehingga dapat dikatakan bahwa 
konflik adalah sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih 
dihadapkan pada perasaan tidak puas pada salah satu pihak 
yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan memunculkan 
persoalan tersebut ke permukaan untuk dicari pemecahannya. 
Sengketa dapat berkembang dari sebuah konflik yang telah 
mencapai eskalasi tertentu atau memuncak. 
Sementara kata medik dapat didefinisikan sebagai 
“termasuk atau sesuatu yang berhubungan dengan bidang 
kedokteran”, yaitu mulai dar dokter dan tenaga kesehatan 
lainnya yang dibawah kendali atau tempat di mana dokter 
menjalakan profesi kedokterannya sehingga sengketa medik 
dapat diartikan bahwa terjadi pertentang antara pihak pasien dan 
pihak dokter dan/atau rumah sakit disebabkan adanya salah satu 
pihak yang tidak puas atau terlanggar haknya oleh pihak lainnya. 
Sengketa dalam pengertian yang luas (termasuk perbedaan 
pendapat, perselisihan, ataupun konflik) adalah hal yang lumrah 
dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua 
orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa/situasi dan 
mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang 
berbeda terhadap peristiwa/ situasi tersebut. 
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Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran menjelaskan Sengketa Medik tidak secara eksplisit 
tetapi dijelaskan pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi “Setiap 
orang yang mengetahui kepentingannya dirugikan atas tindakan 
dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran 
dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”36 sehingga Sengketa 
Medik berawal dari rasa ketidakpuasan Pasien terhadap tindakan 
Dokter (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter 
gigi spesialis) dalam menjalankan praktik kedokterannya serta 
meluas kepada tingkat rumah sakit, di mana rumah sakit 
mempunyai kewajiban dalam menyediakan sarana dan 
prasarana dalam rangka pelayanan kesehatan serta mengatur 
segala hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan 
yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan 
mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar 
pelayanan rumah sakit (Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit). Dengan kata lain bahwa sengketa medik 
berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak 
                                                 
36
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah suatu lembaga yang 
dibentuk dan juga bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), 
MKDKI juga bertugas sebagai penegak keadilan yang tugasnya bersifat independen 
terhadap pengaduan dugaan pelanggaran disiplin keilmuan terhadap dokter dan dokter 
gigi dalam menjalankan praktik kedokterannya. 
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lain yang tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan37. 
Rasa tidak puas pasien terhadap pelayanan rumah sakit dapat 
menimbulkan keluhan ataupun protes yang apabila tidak 
tertangani secara bijak oleh pihak rumah sakit akan 
menimbulkan konflik antara pihak pasien dan pihak rumah sakit 
sehingga apabila terdapat kerugian yang cukup berarti dari pihak 
pasien seperti ketidakjelasan pembebanan tarif, kerugian fisik 
atau psikis yang diderita oleh pasien yang dianggap berawal dari 
tidak adanya atau buruknya komunikasi yang terjalin dapat 
menyebabkan sengketa yang mengemuka dengan kemungkinan 
pihak pasien melibatkan pihak-pihak ketiga seperti aparat yang 
berwenang, wartawan atau media massa untuk mendengarkan 
keluhannya. 
2. Proses Terjadinya Sengketa Medik 
Sengketa medik tidak timbul begitu saja, minimal ada suatu 
masalah yang dirasa menimbulkan rasa ketidakpuasan dari 
salah satu pihak yang dianggap merugikan pihak lainnya dan 
yang sering adalah rasa tidak puas dari seseorang pasien yang 
mendapatkan pelayanan, pengobatan, atau perawatan dari 
dokter ataupun rumah sakit. 
Sebelum mencapai level sengketa, baisanya didahului 
dengan adanya gap atau kesengajaan antara yang diharapkan 
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Junaidi Eddi, 2011. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Jakarta, 
Rajagrafindo Persada, hlm. 7. 
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(expected) dan yang terjadi (fact) pada diri seorang pasien 
ataupun keluarganya sehingga kemudian menimbulkan suatu 
persoalan yang mengganjal di dalam hati, baik yang dimaknai 
secara internal (pertentangan batin) ataupun secara eksternal 
untuk diungkapkan keluar dalam bentuk keluhan (complain), hal 
inilah yang disebut konflik (conflict). 
Pada saat konflik berubah menjadi sengketa, akan melewati 
beberapa tahapan atau kondisi, yaitu : 
1. Tahap prakonflik 
2. Tahap konflik 
3. Tahap sengketa. 
G. Pengertian Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), Kode 
Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Majelis Kehormatan 
Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 
1. Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 
Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan 
standar minimal kompetensiu lulusan dan bukan merupakan 
standar kewenangan dokter primer. Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 
(KKI) pada tahun 2006 dan telah digunakan sebagai acuan untuk 
pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), Standar 
Kompetensi Dokter Indonesia juga menjadi acuan untuk 
pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional. 
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Standar Kompetensi Dokter Indonesia memerlukan revisi 
secara berkala, mengingat perkembangan yang ada terkait 
sinergisme sistem pelayanan kesehatan dengan sistem pelayanan 
kesehatan dengan sistem pendidikan dokter, perkembangan yang 
terjadi di masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kedokteran. 
Berdasarkan pengalaman institusi pendidikan kedokteran 
dan mengimplentasikan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 
tersebut, ditemukan beberapa hal yang mendapatkan perhatian, 
sebagai berikut : 
1. Standar Kompetensi Dokter Indonesia harus mengantisipasi 
kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun 
waktu 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2015, 
Millenium Deveploment Goals (MDGs) masih menjadi tujuan 
yang harus dicapai dengan baik. Untuk itu, fokus pencapaian 
kompetensi terutama dalam hal yang terkait dengan 
kesehatan ibu dan anak serta permasalahan gizi dan 
penyakit dan penyakit infeksi tanpa mengesampingkan 
permasalahan penyakit tidak menular. 
2.  Tantangan profesi kedokteran masih memerlukan 
penguatan dalam aspek perilaku profesional, mawas diri, dan 
pengembangan diri serta komunikasi efektif sebgai dasar 
rumah bangun kompetensi dokter Indonesia. Hal tersebut 
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sesuai dengan hasil pertemuan Konsil Kedokteran se-
ASEAN yang memformulasikan bahwa karakteristik dokter 
yang ideal, yaitu profesional, kompeten, beretika, serta 
memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. 
3. Dalam mengimplementasikan program elektif, institut 
pendidikan kedokteran perlu mengembangkan muatan lokal 
yang menjadi unggulan masing-masing institusi sehingga 
memberikan kesempatan mobilitas secara regional, nasional, 
maupun global. 
4. Secara teknis sistematika Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia mengalami perubahan, yaitu : 
 Penambahan daftar masalah profesi pada lampiran 
daftar masalah, sebagai tindak lanjut hasil kajian 
terhadap perilaku personal dokter. 
 Penambahan lampiran pokok bahasan untuk mencapai 7 
area kompetensi sebagai tindak lanjut hasil kajian 
mengenai implementasi Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia di institusi pendidikan kedokteran. 
 Konsisten lampiran daftar masalah, penyakit, dan 
keterampilan klinis disususn berdasarkan organ sistem. 
Hal ini untuk memberikan arahan yang lebih jelas bagi 
institusi pendikan kedokteran dalam menyusun 
kurikulum, serta mencegah terjadinya duplikasi yang 
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tidak perlu. Sistematika berdasarkan organ sistem ini 
juga mempermudah penyusunan kurikulum dalam 
menentukan urutan tematik tujuan pembelajaran secara 
sistematis agar Standar Kompetensi Dokter Indonesia 
dapat diimplementasikan secara konsisten oleh institut 
pendidikan kedokteran, maka berbagai sumber daya 
seperti dosen, tenaga kependidkan, sarana dan 
prasarana serta pendanaan yan menunjang seluruh 
aktivitas perlu disiapkan secara efektif dan efisien serta 
disesuaikan dengan SPPD.  
Standar Kompetensi Dokter Indonesia terdiri atas 7 area 
kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan 
fungsi dokter layanan primer. Setiap are kompetensi ditetapkan 
kompetensi, yang disebut kompetensi inti. Setiap area 
kompetensi, dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, 
yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan 
diakhir pendidikan. 
Standar Kompetensi Dokter Indonesia ini dilengkapi dengan 
daftar pokok bahasan, daftar masalah, daftar penyakit, dan daftar 
keterampilan klinis. Fungsi utama keempat daftar tersebut sebagai 
acuan bagi institusi pendidikan kedokteran dalam 
mengembangkan kurikulum institusional. 
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 
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Imhotep dari Mesir, Hippocrates dari Yunani, Galenus dari 
Roma sebagai perintis peletak dasar moralitas dan tradisi luhur  
kedokteran sebagai suatu janji publik sepihak yang dibuat oleh 
kaum pengobat/dokter akan mengusung model keteladanan tokoh 
panutan yang seragam dan diakui dunia. Norma etika praktik 
kedokteran yang dibakukan berfungsi sebagai ciri dan cara 
pedoman dokter dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku 
profesional sehingga mudah dipahami, diikuti, dan dijadikan tolak 
ukur tanggung jawab pelayanan profesi yang seringkali 
mendahului kebebasan profesi itu sendiri 
Khusus di Indonesia, perumusan norma dan penerapan 
nyata etika kedokteran kepada perseorangan pasien/klien atau 
kepada komunitas/masyarakat disegala bentuk fasilitas 
kesehatan/kedokteran juga didasarkan atas azas-azas ideologi 
pancasila dan UUD 1945. Semua pedomen etik dimanapun 
diharapkan akan menjadi penuntun perilaku sehari-hari setiap 
dokter sebagai pembawa nilai-nilai luhur profesi, pengamalan etika 
kedokteran , juga didasarkan pada moralitas kemanusiaan akan 
mnejadi tempat kebenaran  “serba baik” dari manusia 
penyandangnya.  
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan 
kumpuan peraturan etika profesi yang akan digunakan sebagai 
tolak ukur perilaku ideal/optimal dan penahan godaan 
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penyimpangaan profesi perorangan dokter yang merupakan 
pengabdi profesi di Indonesia. KODEKI merupakan simbol tekad 
perjuangan para dokter se Indonesia untuk berbuat lebih baik lagi, 
tergambarkan dari Pasal-Pasal profesi luhur yang diolah olek 
Majelis Kehormatan Etika Kedokteran IDI agar lebih implementatif 
dalam penerapannya melalui MKEK wilayah, MKEK cabang, 
Dewan Etika perhimpunan dokter dokter spesialis maupun 
seminat dan pelayanan primer, dimanapun dokter berada. MKEK 
lah yang menjadi penanggungjawab merumuskan rasionalitas, 
adaptabilitas dan proporsionalitas norma etika antara cakupan 
Pasal-Pasal. 
Pasal-Pasal KODEKI 
Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 yang baru saja 
di revisi dan diterbitkan pada 9 November 2012 oleh Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia, maka butir Pasal-Pasal yang diatur 
dalam KODEKI adalah sebagai berikut38: 
Kewajiban umum 
1. Pasal (1) Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati 
dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. 
2. Pasal (2) Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan 
keputusan profesional secara independen, dan 
mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang 
tertinggi 
3. Pasal (3) Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, 
seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang 
mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. 
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Amir, Amri dan Jusuf Hanafiah. 2008. “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”. Ed. 
4. Jakarta: EGC 
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4. Pasal (4) Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari 
perbuatan yang bersifat memuji diri. 
5. Pasal (5) Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin 
melemahkan daya tahan  psikis maupun  fsik, wajib 
memperoleh  persetujuan  pasien/keluarganya dan  hanya 
diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. 
6. Pasal (6) Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam 
mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik 
atau  pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan  
terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan 
masyarakat. 
7. Pasal (7) Seorang dokter waajib hanya memberi surat 
keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri 
kebenarannya. 
8. Pasal (8) Seorang dokter wajib, dalam  setiap praktik 
medisnya, memberikan pelayanan  secara   kompeten  
dengan  kebebasan  teknis  dan moral sepenuhnya, disertai 
rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas 
martabat manusia. 
9. Pasal (9) Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam 
berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya 
untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien 
dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau 
kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau 
penggelapan. 
10. Pasal (10) Seorang dokter wajib menghormati hak-hak- 
pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, 
serta wajib menjaga kepercayaan pasien. 
11. Pasal (11) Setiap dokter wajib senantiasa mengingat 
kewajiban dirinya  melindungi hidup makhluk insani. 
12. Pasal (12) Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter 
wajib  memperhatikan keseluruhan  aspek pelayanan 
kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik 
fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha 
menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. 
13. Pasal (13) Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para 
pejabat lintas sektoral  dibidang  kesehatan,   bidang  lainnya  
dan  masyarakat, wajib  saling menghormati. 
 
Kewajiban Dokter Terhadap Pasien 
1. Pasal (14) Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan 
mempergunakan seluruh keilmuan  dan ketrampilannya untuk 
kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan 
suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/ 
keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang 
mempunyai keahlian untuk itu. 
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2. Pasal (15) Setiap dokter wajib memberikan kesempatan 
pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi  dengan 
keluarga dan penasihatnya, termasuk  dalam beribadat dan 
atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. 
3. Pasal (16) Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu 
yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga 
setelah pasien itu meninggal dunia. 
4. Pasal (17) Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat 
sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia 
yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. 
Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat 
1. Pasal (18) Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya 
sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 
2. Pasal (19) Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien 
dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya  
atau berdasarkan prosedur yang etis. 
Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri  
1. Pasal (20) Setiap dokter wajib  selalu memelihara 
kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. 
2. Pasal (21) Setiap  dokter  wajib  senantiasa  mengikuti  
perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ 
kesehatan39. 
 
3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 
MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran 
Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat 
independen 
Tujuan penegakan disiplin adalah : 
1. Memberikan perlindungan kepada pasien. 
2. Menjaga mutu dokter / dokter gigi. 
3. Menjaga kehormatan profesi kedokteran / kedokteran gigi. 
                                                 
39
Budiningsih, Yuli dkk. 2012. “Kode Etik Kedokteran Indonesia”. Jakarta: Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia 
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MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk : 
1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter 
dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran 
dan kedokteran gigi. 
2. Menetapkan sanksi disiplin. 
Tugas MKDKI :  
1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus 
pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; 
dan  
2. Menyusun pedoman  dan  tata cara penanganan kasus 
pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi (sesuai dengan 
Pasal 4) 
Anggota MKDKI terdiri dari dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di di Pengadilan Negeri Makassar di Jln. R. 
A. Kartini No. 18/23, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 
Wilayah Kota Makassar dan kantor Ikatan Dokter Indonesia yang 
berada di Makassar untuk penelitian lapangan, serta Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan. Dengan 
melakukan penelitian di kedua lokasi ini penulis berharap dapat 
memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil 
penelitian yang objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena 
sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti peran 
Ikatan Dokter Indonesia dalam penyelesaian sengketa medik, serta 
meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum 
dalam menghadapi sengketa medik di Indonesia. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, 
maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan 
tujuan penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang 
dijadikan sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya 
jawab. 
 
 
59 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut 
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar yang dahulu disebut  Ujung  Pandang adalah 
ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan pusat 
pertumbuhan berbagai sektor kehidupan dan pusat pelayanan 
kesehatan di Kawasan Timur Indonesia. Karena pertumbuhan yang 
pesat di berbagai sektor serta letak geografisnya (Selat Makassar), 
sehingga Kota Makassar memegang peranan penting dalam hal 
sektor pelayanan termasuk pelayanan kesehatan dengan ditunjang 
sumber daya manusia serta fasilitas pelayanan yang memadai, selain 
tentunya pelayanan di sektor pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum . 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 
propinsi di Sulawesi,  dari  wilayah  kawasan   Barat  ke  wilayah  
kawasan  Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan 
Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 
119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan 
ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. 
Secara umum kota Makassar memiliki perbatasan dengan daerah 
disekitarnya antara lain: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
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 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Luas wilayah Kota  Makassar seluruhnya berjumlah kurang 
lebih 175,77 Km2  daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar 
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².   Wilayah  
Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan yang meliputi 143 
kelurahan. 
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 
Makassar memberi penjelasan bahwa secara geografis Kota 
Makassar memang sangat strategis dilihat dari beberapa sisi 
kepentingan seperti ekonomi sosial maupun politik. Dan dengan hal 
itu maka Kota Makassar menjadi pusat dan pelayanan berbagai sektor 
kehidupan masyarakat di kawasan Timur Indonesia termasuk dalam 
hal pelayanan kesehatan. 
Jumlah penduduk Kota Makassar menurut hasil sensus penduduk 
yang diadakan pada tahun 2014 tercatat sekitar 1.423.540 jiwa. 
Dimana pada siang hari mencapai hampir 1.600.000 jiwa yang 
diakibatkan oleh besarnya mobilitas penduduk masuk kota setiap 
harinya (Sumber Data: BPS Kota Makassar 2014) 
62 
 
Berdasarkan pemaparan singkat diatas mengenai gambaran 
umum Kota Makassar yang merupakan kota strategis di Indonesia 
bagian timur dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta 
mobilitas yang tinggi dan perkembangan perekonomian serta 
pembangunan di bebagai bidang yang lagi berkembang sehingga 
pelayanan dalam dunia kesehatan memiliki peranan yang sangat 
penting dimasa yang akan datang demi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di Kota Makassar khususnya dan kawasan Indonesia 
timur umumnya. 
B. Sengketa Medik yang terjadi di Kota Makassar 
B. 1. Sengketa Medik karena dugaan Malpraktik 
1. Sengketa medik tentang dugaan adanya malpraktik yang 
dilakukan RS. Ibnu Sina Makassar terhadap pasien bernama Hj. 
Sumra. Pasien yang adalah warga BTN Sarana Indah Makassar 
tersebut telah meninggal dunia kemarin setelah kemudian pindah 
dirawat 26 hari di RS. Wahidin Makassar. 
Menurut pihak keluarga korban, petaka itu bermula ketika ibunya 
kena asma dan mendapat suntikan obat asma dari dokter RS. 
Ibnu Sina Makassar, setelah itu tidak sadarkan diri dan pihak 
keluarga membawa ke RS. Wahidin Makassar setelah 26 hari 
dirawat, Hj. Sumra meninggal dunia dan dimakamkan di 
kampung halamannya di Kab. Soppeng. 
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2. Seorang ibu mengadukan dokter di Rumah Sakit Wahidin 
Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan ke Polda Sulsebar, 
Senin (31/5). Pengaduan terkait dugaan malpraktik terhadap 
dirinya. Rachmawati Sabaruddin (42) warga Perumahan Griya 
Prima Tonasa, Makassar. Rachmawati tiba didampingi kuasa 
hukumnya, Tajuddin Rahman. Keduanya mengadukan Ali Aspar 
Mappahya, dokter Cardiac Center RS Wahidin Sudirohusodo. 
Rachma memaparkan, Ali Aspar mengoperasi memasang dua 
buah cincin stent di pembuluh darah jantungnya. Sebelum cincin 
dipasang, Rachma kerap mengalami sakit dada. Ia pun dirawat 
di RS Jauri Makassar. Namun, ia dirujuk ke RS Wahidin 
Sudirohusodo. Dari berbagai pemeriksaan, Rachma divonis 
mengalami penyempitan pembuluh darah. Ternyata, setelah 
dioperasi, kondisi korban kian parah. 
3. Kasus   ini  berawal dari   operasi caesar yang dijalani 
Wahyuni dalam proses persalinan putra pertamanya di  
Rumah Sakit  Bersalin Pertiwi, Jalan Sudirman, Makassar. 
Persalinan itu ditangani Rahmah, dokter yang  juga  
menjabat kepala rumah sakit. 
Setelah persalinan, Rahmah memberi Wahyuni obat  
berupa Zeniflox  500, Dystan 500, Floksid 500, dan Vip 
Albumin. Setelah  mengkonsumsi obat-obatan itu, sekujur 
tubuh Rahmah penuh bintik-bintik merah. Bintik-bintik itu 
64 
 
menyebar dan tubuh Wahyuni membengkak. Gejala  fisik   
inilah yang membuat Joko menduga telah terjadi malpraktik 
yang  dilakukan kepada Rahmah. 
4. Seorang siswa SMK 5 Makassar, Muhammad Ilham diduga 
menjadi korban malpraktik di Rumah Sakit Labuang Baji 
Makassar. Kaki kiri Ilham harus diamputasi meski pada awalnya 
hanya mengalami luka memar. 
Orangtua Ilham, Achmad Candra mengatakan, anaknya dirawat 
di rumah sakit tersebut akibat kecelakaan lalu lintas. Ilham yang 
mengendarai motor diserempet kendaraan angkutan umum dan 
mengalami luka pada bagian kaki kiri. 
Luka memar di kaki kirinya dan bengkak akibat kecelakaan. Hasil 
rontgen yang dilakukan RS Angkatan Laut, tidak menunjukkan 
terjadinya patah tulang, sehingga perawatannya di rujuk ke RS 
Labuang Baji. Saat dirawat di Labuang Baji, ayah korban diminta 
menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan operasi 
karena ada urat yang putus. 
Setelah 14 hari pasca operasi, Achmad Candra pun merasa 
heran dengan jari kaki kiri anaknya yang mulai terlihat 
menghitam seperti arang dan merah serta tak dapat digerakkan 
kembali. Padahal, sakit yang dialami anaknya cuma 
pembengkakan dibetis kirinya. 
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Operasi tersebut tak kunjung membuat luka Ilham sembuh. 
Malah, kaki kiri anaknya justru mengeluarkan bau busuk dan 
nanah. Kondisi tersebut membuat orangtua Ilham berinisiatif 
merujuk anaknya ke RS Wahidin Sudirohusodo. Hasilnya, kaki 
Ilham harus diamputasi karena kakinya yang sudah membusuk. 
C. Peran Organisasi Ikatan Dokter Indonesia dan Penyelesaian 
Sengketa Medik di Kota Makassar 
1. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa 
Dalam proses penyelesaian sengketa dapat digunakan dua 
jalur yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi/ konsensual/non-
ajudikasi.  
Penyelesaian sengketa dugaan malpraktik tersebut secara 
win-win solution, salah satunya adalah dengan mediasi. Proses 
mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative dispute 
resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian masalah. Mediasi 
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator. Mediasi itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur 
pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menggunakan 
mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator. Mediator 
adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
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sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan 
sebuah penyelesaian. 
Konsideran yang mendasari sehingga ditetapkannya Perma 
Nomor 1 Tahun 2008 adalah: 
a. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses 
yang lebih besar kepada para pihak menemukan 
penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 
b. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di 
pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif 
mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta 
memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan 
dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan 
yang bersifat memutus (ajudikatif) 
c. Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 
154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses 
perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara 
mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur 
berperkara di pengadilan negeri 
d. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan 
memperhatikan wewenang mahkamah agung dalam mengatur 
acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan 
perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan 
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kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa perdata,dipandang perlu 
menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung. 
Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, perlu 
dipahami tentang tiga aspek mediasi yaitu: 
1. Aspek Urgensi/Motivasi  
Urgensi dan motivasi mediasi adalah agar pihak-pihak yang 
berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya ke 
pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini 
menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan 
dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk 
mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-
pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk 
mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik 
temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu 
biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. 
Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-
pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih 
mediator untuk menyaring persoalan agar menjadi jernih dan 
pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan 
pentingnya perdamaian antara mereka. 
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2. Aspek Prinsip 
Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 
Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator 
dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara 
melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi 
menurut Perma, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 
130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan 
batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke 
pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara 
mediasi. Karena apabila hal itu terjadi risikonya akan fatal. 
3. Aspek Substansi 
Mediasi merupakan rangkaian proses yang harus dilalui untuk 
setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Substansi 
mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sunggguh-
sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu 
tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya 
diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat 
legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang 
harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai 
perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang 
berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu 
sendiri, bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan 
kepentingan mediator. Dengan demikian segala biaya yang timbul 
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karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang 
berperkara. 
1.2. Tahapan Proses Mediasi 
Ada dua belas langkah agar proses mediasi berhasil dengan 
baik yaitu: 
1. Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa; 
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi; 
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang 
sengketa; 
4. Menyusun rencana mediasi; 
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para 
pihak; 
6. Memulai sidang mediasi; 
7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda; 
8. Mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi; 
9. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa; 
10. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa; 
11. Proses tawar-menawar akhir; 
12. Mencapai kesepakatan formal. 
Ada dua jenis perundingan dalam proses mediasi yaitu 
positional based bargaining dan interest best based bargaining. 
Positional based bargaining selalu dimulai dengan solusi. Para 
pihak saling mengusulkan solusi dan saling tawar-menawar 
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sampai mereka menemukan satu titik yang dapat diterima bagi 
keduanya. Sementara itu, perundingan berdasarkan 
kepentingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga 
hubungan. Para pihak mendidik satu sama lain akan kebutuhan 
mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan 
berdasarkan kebutuhan/kepentingan. Pada strategi itu para 
perunding adalah pemecah masalah. Tujuannya untuk 
mencapai kesepakatan yang mencerminkan 
kebutuhan/kepentingan para pihak, memisahkan antara orang 
dengan masalah, lunak terhadap orang dan keras kepada 
masalah, kepercayaan dibangun atas dasar situasi dan kondisi, 
fokus pada kepentingan dan bukan pada posisi, mencegah/ 
menghindari dari bottom line, membuat pilihan semaksimal 
mungkin, mendiskusikan pilihan secara intensif, kesepakatan 
mengacu pada keinginan bersama, menggunakan argumentasi 
dan alasan serta terbuka terhadap alasan perunding lawan. 
Dalam sengketa medik pihak yang bersengketa selain 
pasien adalah dokter/atau rumah sakit. Undang-undang No. 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara implisit 
menyebutkan bahwa sengketa medik adalah sengketa yang 
terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan 
dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. 
Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran yang berbunyi: 
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“Setiap orang yang mengetahui atau kepentingan dirugikan 
atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik 
kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua 
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia“. 
Dengan demikian sengketa medik merupakan sengketa 
yang terjadi antara pengguna pelayanan medik dengan pelaku 
pelayanan medik dalam hal ini pasien dengan dokter.  Biasanya 
pasien menuntut dokter yang menanganinya dikarenakan pihak 
pasien menganggap bahwa dokter melakukan tindakan tidak 
sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian bagi pihak pasien, 
baik kerugian materi atau malah memperparah kondisi pasien.  
Di Kota Makassar ada beberapa sengketa medik yang terjadi, 
baik yang telah selesai maupun yang masih berjalan kasusnya. 
Dari beberapa kasus yang terjadi, sengketa medik timbul 
karena “ketidakpuasan” atau dugaan malpraktik seorang pasien 
pada pelayanan yang dilakukan dokter/ rumah sakit. Dalam hal 
ini, peran organisasi sangat membantu bukan karena hanya 
ingin melindungi sejawatnya. Peran Organisasi Ikatan Dokter 
Indonesia dinilai penting karena mengetahui secara jelas 
apakah sengketa medik ini termasuk malpraktik etik, disiplin 
kedokteran, atau malpraktik medik. Perlu diketahui peran 
Organisasi Ikatan Dokter Indonesia sebagai berikut : 
1. Ikut serta dalam penyelesaian kasus sengketa medik jika 
diminta oleh pihak-pihak terkait.  
2. Menentukan dokter yang akan dijadikan saksi ahli (dokter 
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yang dijadikan saksi ahli harus mengerti keadaan didaerah 
tersebut, sesuai dengan profesinya).  
3. Menentukan jumlah dokter yang akan jadi saksi ahli.  
4. Dapat memilah dan mengelompokkan apakah kasus 
tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana, 
pelanggaran etik ataupun pelanggaran disiplin.  
5. Ikatan Dokter Indonesia membantu anggotanya yang 
dianggap bersalah oleh penyidik  apabila  menurut Ikatan 
Dokter Indonesia  dia sudah melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan prosedur dan tugas profesinya. 
Dari hasil penelitian di kantor Ikatan Dokter Indonesia 
cabang Kota Makassar, penulis berkesempatan mewawancarai 
2 dokter yang berkompeten dibidangnya. 
Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 19 Nopember 
2014 di RSIA Bahagia. Penulis berkesempatan mewawancarai 
Dr. Rasyidi Juhamran, Sp.PD. Dalam proses wawancara Dr. 
Rasyidi mengungkapkan 
“Peran IDI di Kota Makassar sangat efektif dalam penyelesaian 
sengketa medik di lingkup Kota Makassar dilihat dari selesainya 
sengketa medik dan transparansi dalam mengungkapkan 
adanya Malpraktik”. 
 
Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 15 Desember 
2014 di Kantor Badan Narkotika Kota Makassar. Penulis 
berkesempatan mewawancarai Dr. Hadarati Razak. 
Dikesempatan ini penulis mendapatkan banyak materi. Dalam 
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proses wawancara Dr. Hadarati mengungkapkan 
“Malpraktik itu suatu tindakan yang tidak sesuai dengan standar 
operasional dan tidak kompeten dibidangnya”. 
 
Sengketa medik yang diduga karena malpraktik, diminta 
atau tidak diminta organisasi Ikatan Dokter Indonesia 
melakukan rapat intern. Ketika gugatan masuk, Ikatan Dokter 
Indonesia membentuk 2 tim yaitu Tim Ahli Teknis (investigasi) 
dan Tim Mediasi. Langkah awal yang dilakukan ialah Mediasi. 
Ikatan Dokter Indonesia melakukan penyelesaian sengketa 
sebagai mediator.  
Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 680 tahun 2007 
merupakan pelaksanaan dari Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan yang berisi:  
Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam 
menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan 
terlebih dahulu melalui mediasi.  
 
Ketika mediasi menemui jalan buntu maka proses 
selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ikatan 
Dokter Indonesia menurunkan Tim Ahli Teknis (investigasi) 
untuk membantu pihak berwajib. 
Diketahui bahwa dalam penanganan kasus sengketa medik 
yang menyangkut profesi  dokter, pihak berwajib dapat meminta 
bantuan organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 
Ikatan Dokter Indonesia ikut serta dalam penyelesaian kasus 
sengketa medik jika diminta oleh pihak yang berwajib. Hal ini 
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karena dalam memahami masalah hubungan dokter dan pasien 
tidak bisa hanya dilihat dari  adanya cedera ataupun 
meninggalnya pasien. Namun harus dilihat dari segi disiplin 
profesinya atau keilmuannya. Penilaian tersebut membutuhkan 
bantuan Ikatan Dokter Indonesia sehingga penanganan suatu 
kasus sengketa medik dapat di nilai segi materiilnya yaitu ada 
tidaknya kesalahan dalam memberikan pemeriksaan medik 
pada pasien. 
No Nama Pasien Nama Dokter Kasus Penyelesaian 
1. Hj. Sumra 
Dokter di RS. 
Ibnu Sina 
Terjadi alergi pada obat 
yang disuntikkan karena 
kurangnya informasi dari 
pasien 
Mediasi 
2. Rachmawati S Ali Aspar 
Terjadi kesalahan diagnosa 
dokter terhadap pasien. 
Mediasi 
3. Wahyuni Rahmah 
Terjadi alergi obat yang 
disuntikkan 
Mediasi 
4. Muh. Ilham 
RS. Labuang 
Baji 
Terjadi kesalahan diagnosa 
dokter terhadap pasien 
Mediasi 
5. - - - Mediasi 
6. Fadlan RS. Bunda 
Terjadi luka bakar disekujur 
punggung bayi 
Berlanjut 
7. - - 
Terjadi infeksi kulit akibat 
pemakaian kosmetik 
Berlanjut 
Sumber : Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Makassar Tahun 2010-2014 
 
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota 
Makassar mengatakan pasien memang memiliki hak untuk 
melapor ke pihak yang berwajib jika tindakan dokter 
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dianggap janggal. Sebagai organisasi profesi, Ikatan Dokter 
Indonesia akan memberikan advokasi kepada pasien jika 
diminta. Jika kasus ini benar-benar sampai ke pengadilan, 
Ikatan Dokter Indonesia juga akan menyiapkan saksi ahli. 
Dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia dapat membantu 
dalam hal memilih seorang dokter untuk dijadikan saksi ahli. 
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan tahun 
2007 tentang penegakan hukum di bidang kesehatan, yang 
isinya adalah:  
1. Setiap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang diajukan oleh masyarakat kiranya 
dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk 
penetapan ada atau tidaknya kesalahan dalam penerapan 
disiplin kedokteran;  
2. Proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak yang 
berwenang di bidang kesehatan dilaksakan melalui 
pendekatan yang selalu menjunjung tinggi harkat dan 
martabat profesi tenaga kesehatan, asas praduga tidak 
bersalah, hubungan dokter dan tenaga kesehatan dengan 
pasien sebagai hubungan kepercayaan harus sama-sama 
dilindungi kepentingan hukumnya, tidak meresahkan 
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tenaga kesehatan dan tidak mengganggu pemberian 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 
3. Dalam penanganan dugaan pelanggaran hukum kesehatan 
yang berhubungan dengan tenaga kesehatan agar 
berkoordinasi dengan pihak penyidik setempat dengan 
mengikutsertakan organisasi profesi. Bila terdapat 
keraguan dalam menyelidiki pelanggaran hukum kesehatan 
yang disebabkan oleh hasil pengobatan yang tidak sesuai 
dengan yang diharapkan berkaitan dengan 
penyelenggaraan praktik kedokteran, sedapat mungkin 
dihindari penyebutan nama/identitas dokter, rumah sakit 
atau sarana kesehatan oleh pers;  
4. Dalam penanganan dugaan pelanggaran hukum kesehatan 
yang berhubungan dengan tenaga  kesehatan agar 
berkoordinasi dengan pihak penyidik setempat dengan 
mengikutsertakan organisasi profesi terkait. Dalam rangka 
kepentingan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak 
POLRI.  Dinas Kesehatan terlebih dahulu memanfaatkan 
dan memberdayakan Penyidik  Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) bidang kesehatan yang ada sesuai dengan 
kewenanganya masing-masing, khususnya dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan STR, SIP, Papan Nama Praktik; 
5. Untuk membantu dalam proses penegakan hukum mulai 
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dari penyelidikan dan penyidikan sampai dengan 
penuntutan di Pengadilan diperlukan pihak aparat penegak 
hukum, pihak organisasi profesi dibidang kesehatan dapat 
dimintakan bantuannya sebagai saksi ahli sesuai bidang 
dan atau pengalamannya masing-masing;  
6. Dalam penegakan hukum tetap harus diperhatikan 
ketentuan tentang Praktik Kedokteran dan kaedah- kaedah 
etika kedokteran yang lazim berlaku seperti Ketentuan 
Wajib Simpan rahasia kedokteran dan Pedoman Organisasi 
Kedokteran sedunia.   
7. Didalam catatan tentang sengketa medik, Organisasi Ikatan 
Dokter Indonesia menyebutkan adanya 7 sengketa medik 
selama 2010-2014. Penjabarannya 5 kasus sengketa medik 
selesai dengan jalan mediasi dan 2 kasus sengketa medik 
masih berjalan melibatkan tim forensik dan medikolegal. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Penelitian ini didapatkan 7 sengketa medik di Ikatan Dokter 
Indonesia Cabang Kota Makassar. Prosedur didalam 
menyelesaikan sengketa medik sebagian besar diselesaikan 
dengan cara mediasi.  
Diketahui bahwa dalam penanganan kasus sengketa medik yang 
menyangkut profesi  dokter, pihak berwajib dapat meminta 
bantuan organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 
Ikatan Dokter Indonesia ikut serta dalam penyelesaian kasus 
sengketa medik jika diminta oleh pihak yang berwajib. Hal ini 
karena dalam memahami masalah hubungan dokter dan pasien 
tidak bisa hanya dilihat dari  adanya cedera ataupun meninggalnya 
pasien. Namun harus dilihat dari segi disiplin profesinya atau 
keilmuannya. Penilaian tersebut membutuhkan bantuan Ikatan 
Dokter Indonesia sehingga penanganan suatu kasus sengketa 
medik dapat di nilai segi materiilnya yaitu ada tidaknya kesalahan 
dalam memberikan pemeriksaan medik pada pasien. 
2. Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi dokter 
berperan 3 yaitu sebagai mediator sesuai dengan Surat Edaran 
Menteri Kesehatan No. 680 tahun 2007 merupakan pelaksanaan 
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dari Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memilih 
saksi ahli sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan tahun 
2007 tentang penegakan hukum di bidang kesehatan dan Ikatan 
Dokter Indonesia akan membantu anggotanya yang dianggap 
bersalah apabila  menurut Ikatan Dokter Indonesia dokter tersebut 
sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan tugas profesinya 
B. Saran 
1. Perlu ditingkatkan komunikasi yang lebih intensif antara dokter/ 
rumah sakit dengan pasien agar tidak terjadi sengketa medik. 
2. Perlu untuk mendalami bagaimana prosedur penanganan kasus 
sengketa medik oleh Organisasi Ikatan Dokter Indonesia 
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang prosedur penyelesaian  
sengketa medik 
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